
 

 

1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 83/PMK.06/2016 

menyebutkan barang milik negara yang biasa disingkat BMN adalah semua barang 

yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN tersebut dapat dimiliki 

oleh seluruh instansi pusat maupun daerah dan seluruh instansi wajib 

mengoptimalkan pengelolaan BMN yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. 

Pengelolaan BMN tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 

2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang diawali dengan 

perencanaan kebutuhan sampai akhirnya dilaksanakan tindakan penghapusan BMN 

yang disebabkan oleh beberapa kegiatan salah satunya adalah kegiatan hibah. Hibah 

adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, 

atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh 

penggantian. 

Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat selaku Kuasa 

Pengguna Barang memberikan BMN kepada satuan kerja daerah di lingkungan 

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Kegiatan tersebut pada umumnya 

disebut dropping BMN. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.111 tahun 

2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan, perlu dilakukan proses 

hibah terhadap BMN dropping yang berada di satuan kerja daerah agar BMN 

tersebut menjadi tanggung jawab satuan kerja daerah dan dapat dicatatat sebagai 

Barang Milik Daerah (BMD).  

Secara garis besar, proses penghapusan BMN dengan tindak lanjut hibah 

diawali dengan pengajuan usulan hibah kepada satuan kerja pusat yaitu Sekretariat 

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Usulan hibah tersebut akan diperiksa 

kelengkapannya dan dilakukan proses pengajuan persetujuan hibah dropping 

kepada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat selaku eselon 1. Setelah proses 

hibah selesai, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat melakukan 

tindakan penghapusan BMN dari Daftar Barang Kuasa Pengguna melalui aplikasi 

SIMAK-BMN berdasarkan SK Penghapusan. 

Proses penghapusan BMN dengan tindak lanjut hibah kerap dianggap rumit 

dan memakan waktu yang cukup lama. Sehingga, membutuhkan sebuah sistem 

yang dapat memberikan informasi dan menggambarkan alur informasi untuk 

mempermudah kegiatan atau hal – hal yang berkaitan dengan penghapusan BMN 

dengan tindak lanjut hibah. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka 

penulis tertarik untuk melakukan peninjauan lebih lanjut tentang sistem 

penghapusan BMN di Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dalam 

sebuah laporan Tugas Akhir yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi 

Penghapusan Barang Milik Negara Dropping di Sekretariat Direktorat 

Jenderal Kesehatan Masyarakat”. Laporan ini menyajikan hasil pengamatan dan 



 

 

pengalaman yang didapat selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 

Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka penulis dapat 

mengidentifikasi rumusan sebagai berikut. 

1. Bagaimana kebijakan penghapusan BMN Dropping di Sekretariat 

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan tindak lanjut hibah? 

2. Bagaimana fungsi yang terkait, dokumen dan catatan yang digunakan pada 

sistem informasi akuntansi penghapusan BMN Dropping di Sekretariat 

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat? 

3. Bagaimana diagram arus data penghapusan BMN Dropping dengan tindak 

lanjut hibah di Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat? 

4. Bagaimana penggunaan aplikasi SIMAK-BMN pada proses penghapusan 

BMN Dropping dengan tindak lanjut hibah? 

5. Bagaimana penerapan pengendalian internal di Sekretariat Direktorat 

Jenderal Kesehatan Masyarakat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut. 

1. Menjelaskan kebijakan penghapusan BMN Dropping dengan tindak lanjut 

hibah di Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. 

2. Menjelaskan fungsi yang terkait, dokumen dan catatan yang digunakan dalam 

sistem informasi akuntansi penghapusan BMN Dropping di Sekretariat 

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. 

3. Menjelaskan diagram arus data penghapusan BMN Dropping dengan tindak 

lanjut hibah di Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. 

4. Menjelaskan penggunaan aplikasi SIMAK-BMN pada proses penghapusan 

barang milik negara Dropping dengan tindak lanjut hibah. 

5. Menjelaskan penerapan pengendalian internal di Sekretariat Direktorat Jenderal 

Kesehatan Masyarakat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian tugas akhir adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Bidang Akademis 

Diharapkan penulisan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan 

pembelajaran serta referensi mengenai prosedur penghapusan BMN Dropping 



 

 

dengan tindak lanjut hibah dan sebagai pengetahuan bagi penulis atas tahapan 

ataupun proses penghapusan BMN dengan tindak lanjut hibah tersebut. 

2. Bagi Bidang Praktis 

Penulisan tugas akhir ini dapat menjadi penambah wawasan bagi para civitas 

akademika dan dapat menggambarkan sistem penghapusan BMN Dropping 

dengan tindak lanjut hibah yang berjalan saat ini. 
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